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ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN POLRI DALAM
}IENYELESAIKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

(Studi Kasus di Kepolisian Sumatera Utara)

OLEH
HASENDRI ANDIL
NPM : 08 840 0086

BIDfu\G HUKUM KEPIDANAAN

Pembahasan skripsi ini tentang pandangan hukum atas kekuasaan yang
diberikan kepa<ia Poiri dalam meialmkan tindakan penyidikan sesuai dengan KUiiAP
sebagai landasan yuridis bagi proses beracma dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup
sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No-32 Tahun 20A9 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah Bagaimana
kredibilitas Polri dalam penegakan hukum di bidang tindak pidana lingkungan hidup
d'an bagaimana aspek hukum kewenangan Polri sebagai penyidik menurut KUHAP
dan LrU No. 2 Tahu-n 2002 di bidang tindak pida.na lingkungan hidup.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara
kepustakaan dan penelitian lapangan pada Kepolisian Sumatera Utara.

' Hasil peneiiiian dan analisis menjelaskan Pohi mernpruryai itmgsi yang ctrkup
kredibilitas dalam penegakan hukum di Indonesi4 salah satu firngsinya adalah sebagai
aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan di bidang tindak
piciana di bidang lingicungan hidup. KU}{AP tidak memberikan kewenangan penuh
kepada Polisi sebagai penyidik namun dengan adanya UU No. 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Repubiik Indonesia maka kewenangan kepolisian sebagai penyidik
termasuk dalam penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup memiliki
identifikasi dan dasar hukum yang kuat. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam
menjalankan wewenang Polri sebagai penyidik tindak pidana di bidang linglungan
hidup adalah perilaku dari anggota Polri tersebut yang bertindak di luar batas
kewajaran dan kewenangannya 'serta kebudayaan masyarakat yang menganggap
herhuhr-rnsan densan no!ri herar-ti menambah nermasalahan baru.

Penelitian ini juga menyarankan hendaknya diambil langkah kebijaksanaan
khususnya perqrapan rnanajemen partisipasi dai4m menunjang tatanan kerja polri
sebagai penyidik tindah pidana di bidang lingtriungan hidup, yang mengikut sertakan
tokoh masyarakat, politikus, pemuda dan mahasiswa, cendekiawan dan juga
komponen mayarahat lainnya, sehingga Polri tidak saja mewujudkan kepentingan
organisasinya tetapi juga kepentingan masyarakat iuas. Kebijaksanaan terha<iap
pengaturan khususnya peningkatan kesejahteraan polisi hendaknya dapat diperhatikan
sehingga paiing tidak dapat mengurangi jumlah polisi nakal di negara ini.

UNIVERSITAS MEDAN AREA



KATA PENGAI\TAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Altah SWT yang telah mengkamniakan

kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhimya tulisan ilmiah

dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul *TINJAUAI,I HUKUIU TERHAIIAP

KEI}UDUKAN POLRI DALAM MEI{YELESAIKAI{ TINDAK PIDA}IA

LINGKUNGAT\ IIIDIIP (Studi Kasus di Kepoiisiau Sumatera Utara)". Penuiisan

skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana

Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keperdataan.

Daiam menyeiesaikan tuiisan ini penuiis telah banyak mendapaikan bantuan

dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin

mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsui Arifin, SH, MH, seiaku Dekan pada Fakuitas Hukum

Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I.
:

- Ibu Wessy Trisma. selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum

Universitas Medan Area.

Bapak Suhatrizal, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing II.

Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum

Universitas iviedan Area.

Rekan-rekan se-almamater.

kepada

a

Ayahanda <ian ibunda yang telah memberikan kasih dan sayangnya

UNIVERSITAS MEDAN AREA



penuiis, khususnya dalam memberikan didikan dan arahan kepada penuiis tentang

pentingnya ilmu pen getahuan.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ,* o..rrr**, bagi kita semua.

Maret 20i4.

Hasendri Aldil
NPM : 08 840 0086

Medan,

.rf

UNIVERSITAS MEDAN AREA



DAFTAR ISI

:IrBSTRAK

(ATA PENGANTAR............

DAFTAR ISI ............

ijAts I. PENDAHULUAN

Halaman

26

A. Pengertian dan Penegasan Judu1.........

B. Alasan Pemiiihan Judu1........

C. Permasalahan.......

E. Tujuan Penelitian

F. Ivieto<ie Pengumpulan Data

G. Sistematika Penulisan. ..........

TINJAUA}{ UMUM KEPOLISIAN REPIJBLIK I}{DONESIA

A. Pengertian Polisi..

B. Tugas dan Fungsi Polisi.........

C. Kewenangan Poiisi Daiam Penegakan Hukum

D. Polri Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan

Hidup

TINJAUAN UJVIUiVI TENTANG PENYIDIKAN Di BiDfu\G

TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP...............

A. Pengertian Penyidikan.............

.:

7

9

i

iii

I

10

10

ll

ll

l+

14

15

17

.).,

IJAB TT

BAB IIi

26

UNIVERSITAS MEDAN AREA



i

C. proses penldikan 
Menurut Undang_Undang 

No. 2 T^h;

D. Pihak-pihak yang Berwenangr p"ryidik**_
KEWENANGAN POLRI SEBAG, PEN}.IDIK TIT\TDAI(
PIDANA tii\iGKLiNGAN 

HTDUP.....
A 'r':-- 1 r --A. Tindakpidana Linglcungan Hidup
B. Jenis-Jenis Tindak pirta-^ r :dak Pidana Linekungan Hidup........
C Bentuk_Benruk penyelesaian 

Tinr
Lr:.r--- 

^ "re''vvrtisillan llndak Pidana Lingkungan
Hidrp..........

D. 
. 
Kewenangan polri Sebagai penyidik Tindak pidana
Lingkungan Hidup &Ienurut KUHAp cian Undang-Undang
No. 2 Tahun 2002 ..-.....

BAB V. KESiivipULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan .........

B. Saran.

DAFTAR FUSTAiiA

30

BAB IV

35

36

45

45

51

56

59

74

74

74

UNIVERSITAS MEDAN AREA



BAB I
I PENDAIIULUAN

Sebagai suatu negara hukum bangsa Indonesia mempunyai sistem peradiian

dan catur penegak hukum. Namun dalam komponen peradilan yang cukup urgen

adalah Kepolisian. Hal ini disebabkan kepolisian merupakan bagian yang tidak dapat

dipisahkan antar satu dengan lainnyq karena merupakan bagian satu sistem yang

terintegrasi. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana memerlukan keterikatan dan

keterkaitan dengan komponen lainnya

Dalarn Undang-Undang No. 8 Tahun i981 tentang KUHAP telah mengatur

secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik

Indonesia dalam kaitannya dengan proses pil* sebagai penyelidik dan penyidik

serta meiaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri

sipil tertentu yang diberi wewenang khuzus oleh undang-undang.

Dalarn KUIIAP Pasal 1 butir I disebutkan pengertian penyidik adalah pejabat

polisi negara Republik lndonesia atau pejabat pegawai negeri sipii tertentu yang diberi

wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pada dasarnya Kepolisian negrlra Republik lndonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta

terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban

masyarakat dalam rangka terpeliharanya kea:nanan dalam negeri, terselenggaranya

i
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fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan

menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang

penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan.masyarakat serta pembimbingan

masyarakat dalam rangka terjaminnya keteftiban dan tegaknya hukum.

Kepolisian sebagai bagian intgral frrngsi pemerintahan negara, ternyata fungsi

tersebut memiliki takaran yang begitu iuas, tidak sekedar aspek refresif daiam

kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saj4 tetapi juga mencakup aspek

preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama

administrasi negara muiai dari bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan

kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan kompetensi pengadilan

Salah satu tugas kepolisian yang sangat esensial dewasa ini adalah dalam

kedudukannya sebagai penyidik tindak pidana di bidang iingir.-ungan hidup.

Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup adalah kejahatan yang

termasuk dalam kategori "extra ordinary crime" yang maksudnya adalah kejahatan

pencemarzm dan /atau perusakan iingkungan hidup adalah suatu kejahatan yang iuar

biasa sehingga penyelesaiannya harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa

pula. Kejahatan yang luar biasa maksudnya adalah tindak pidanapencemaran dan/atau

perusakan lingkungan hidup berdampak yang sangat luas bagi kelangsungan hidup

aneka ragam ekosistem lingkungan hidup di Indonesia.

Lahimya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengeiolaan Lingkungan Hidup menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2
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